ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan semakin
berkembang pesat dalam masyarakat sehingga terdapat banyaknya penemuan-
penemuan baru dalam bidang kedokteran salah satu dari penemuan tersebut
adalah euthanasia. Euthanasia merupakan hal yang membuat dilema dalam dunia
kesehatan karena jika tindakan euthanasia dilakukan dokter atau tenaga kesehatan
dapat dikenakan Pasal 344 dan Pasal 345 tentang kejahatan terhadap tubuh dan
nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdapat jenis-
jenis dari tindakan euthanasia yang dapat membedakan cara melakukannya serta
alasan tindakan euthanasia dilakukan yang diantarannya adalah euthanasia aktif
dan euthanasia pasif.

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif, selain itu untuk menggali
lebih jauh kagi aturan hukum tidak cukup hanya dilakukannya penelitian ruang
lingkup dogmatika hukum tetapi dengan penelitian teoritis. Penelitian ini
menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual yang
menelaah pendapat dari para pakar dan pendekatan perbandingan yang
membandingkan dengan negara Jepang agar dapat menjadikan rekomendasi untuk
dilegalkannya tindakan euthanasia pasif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan euthanasia dalam KUHP belum
menjangkau tindakan euthanasia pasif yang dilakukan oleh dokter. Saat ini tidak
dapat menutup kemungkinan masyarakat meminta dokter untuk melakukan
tindakan euthanasia pasif atau bahkan tindakan eutahanasia pasif dapat dilakukan
secara diam-diam dirumah sakit karena dalam tindakan ini dokter mengehentikan
perawatan terhadap pasien dan yang mengetahui pengetahui penghentian
perawatan ini hanya dokter dan pasien.
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